PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 13 TAHUN 2009
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PROBOLINGGO
TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuaalA&6 ayat (4) Undang-undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagmitedah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomdrahun 2008, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggoséma Walikota
Probolinggo telah menyempurnakan Rancangan PematDeerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran PendajmtaBelanja Daerah
(APBD) Tahun Anggaran 2008 sesuai dengan Keput@@abernur Jawa
Timur Nomor 188/10694/013/2009 tentang Penyampditsil Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo terRaniganggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dgé&f@BD) Kota
Probolinggo Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan UrenatWalikota
Probolinggo tentang Penjabaran Atas PertanggungmwaPelaksanaan
APBD Tahun 2008 ;

b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud padadudiékukan agar
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pedalitsa Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2088 bertentangan
dengan kepentingan umum dan peraturan perundamglangan yang lebih
tinggi ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalesiad huruf a dan
huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentBeganggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja D#&ertah Probolinggo
Tahun Anggaran 2008.



Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1886ng Pembentukan Daerah Kota Kecll

dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (Berita
Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950)

. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang PajakiBilan Bangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nof6fy Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) gabena telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembblegara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaragande Republik

Indonesia Nomor 3569) ;

. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajakabadan Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu@7 18lomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norb86)3 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tah00 20embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambabembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4048) ;

. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea étenolHak atas Tanah

dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesurid997 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NorB88)3 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tah0f POembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, TambahamHbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3988) ;

. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penygdeagn Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisthembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahambazan Negara
Republik Indonesia Nomor 3851) ;

. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuamNgagara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Bdrab Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286) ;

. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerberahaNegara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No&o Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembamtuReraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Istloid@hun 2004 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaoNd89) ;

. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemank®&ngelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran NegarabRegdndonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Riepotionesia Nomor
4400) ;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemmenBanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republikngsia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Irelafidomor 4421) ;
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemkeantRaerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, bEdran Lembaran
Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dddgdang-undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undetagig Nomor 32 Tahun
2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2088or 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perindmakguangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembsegara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaragafd Republik
Indonesia Nomor 4438) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentangak P®aerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Notid@, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentangibB& Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Notd®, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentanigiddg&kan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan &aRgerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Bdrab Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telabatl beberapa Kkali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tab0@ tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahum ZD&mbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahambazan Negara
Republik Indonesia Nomor 4712) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentamgeR#aan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara republik Insiandahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indamasmor 4502) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentarand&t Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesiam&005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No&{@3)4;

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentangarRan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No&86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentanga DRerimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No&8Y, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
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29.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentastgrsiinformasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu@5 2Bomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No&its )4

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentabghHi{Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahambaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4577) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangeR#aan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu@5 2Bomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No&id8)4;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentadgnfen Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Blegapublik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Rkplndonesia
Nomor 4585) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentadgnRan Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerabgilaaniNegara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaragafd Republik
Indonesia Nomor 4593) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentangp®ein Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Répuibtionesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indamsmor 4614) ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20&@tang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telalahdidengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tah@® 28ntang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kobelihggo Tahun 2006
Nomor 22) ;

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun82@dtang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2@0d8baran Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2008 Nomor 1) ;

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 TahuB2a@ntang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Aeanggd2008 (Lembaran
Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 11).

Dengan Per setujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO

dan
WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :



Menetapkan PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2008

Pasal 1
(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa lageteangan memuat :
a. Laporan realisasi anggaran;
b. Neraca;
c. Laporan arus kas;
d. Catatan atas laporan keuangan.
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayadilébpiri dengan
laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badsaha milik daerah/

perusahaan daerah.

Pasal 2
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksagndBhsal 1 huruf a tahun

anggaran 2008 sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah Rp. 409.2%3888,41
b. Belanja daerah Rp. 4%5.464.989,20(-)
Surplus/(Déficit) Rp.(9.897.797.105,79)
b. Pembiayaan Daerah :
1. Penerimaan Rp. 39.287.983.
2. Pengeluaran Rp. 600.000.000,00
Pembiayaan Netto Rp.38.687.989.522,19

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan :Rp.28.790.192.417,00

Pasal 3
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dudalalam Pasal 2 sebagai
berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapat sejumlalr
(Rp. 3.862.636.849,85) dengan rincian sebagai berik
1. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp9%0%33.033,56
2. Realisasi Rp. 409.257.667.883,41
Selisih lebih/(kurang) (Rp. 3.862.636.849,85)

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejur®ph 24.041.501.373,93
dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran Belanja setelah Perubahan Rp. 44266863,13
2. Realisasi Rp. 419.155.464.989,20
Selisih lebih/(kurang) Rp. 24.041.501.373,93
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c. Selisih anggaran dengan realisasi Surplus/Defisit ejunslah
(Rp. 27.904.138.223,78) dengan rincian sebagder

1. Surplus/Defisit setelah Perubahan (Rp. 37.8B1329,57)
2. Realisasi (Rp. 9.897.797.105,79)
Selisih lebih/(kurang) (Rp. 27.904.138.223,78)

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pgadria sejumlal
(Rp.886.054.193,22) dengan rincian sebagai berikut
1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah

perubahan Rp. 38.401.935.329,57
2. Realisasi Rp. 39.287.989.522,79
Selisih lebih/(kurang) Rp. (886.054.193,22)

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pgadn sejumlal
Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah

perubahan Rp. 600.000.000,00
2. Realisasi Rp. 600.000.000,00
Selisih lebih/(kurang) Rp. 0,00

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netejumkh
(Rp. 886.054.193,22) dengan rincian sebagai beriku

1. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan
Rp. 37.801.935.329,57

2. Realisasi Rp. 38.687.989.522,79
Selisih lebih/(kurang) Rp. (886.054.193,22)

Pasal 4
Neraca skagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31nibesetahun 200t

sebagai berikut :

a. Jumlah aset Rp. 1.038.003.871.468,63

b. Jumlah kewajiban Rp. 1.474.101.212,00

c. Jumlah ekuitas dana Rp. 1.036.529.770.256,63
Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pdsaiufl c untuk tahun yang
berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2008 adierikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2008 RR@9.570.013.182,06
b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 92.646.104,21
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non-

keuangan (Rp. 102.542.843.210,00)

d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp. 9.117.976.340,73



e. Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp. 0,00
f. Saldo Kas per 31 Desember 2008 Rp. 281520417,00

Pasal 6
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimdétkud Pasal 1 huruf d Tahun
Anggaran 2008 memuat informasi baik secara kuaihti@aupun kualitatif atas pos-
pos laporan keuangan.

Pasal 7
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimanaksilich dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah inijriefali :
a. Lampiran | : Laporan Realisasi Anggaran

Lampiran 1.1 : Ringkasan laporan realisasi anmggamenurut urusan
pemerintahan daerah dan organisasi ;

Lampiran 1.2 : Rincian laporan realisasi anggaranenurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, aetkn)
pembiayaan ;

Lampiran 1.3 : Rekapitulasi realisasi anggaranaiyel daerah menurut
urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan
kegiatan ;

Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran abj@ daerah untuk
keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahaahdae
dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuanganmangga

Lampiran 1.5 : Daftar piutang daerah ;

Lampiran 1.6 : Daftar penyertaan modal (investdagrah ;

Lampiran 1.7 : Daftar realisasi penambahan dangpeangan aset tetap
daerah ;

Lampiran 1.8 : Daftar realisasi penambahan damgpemgan aset lainnya ;

Lampiran 1.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang beldeelesaikan sampai
akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahurgaam
berikutnya ;

Lampiran .10 : Daftar dana cadangan daerah ; dan

Lampiran .11 : Daftar pinjaman daerah dan obligagrah.

b. Lampiran Il : Neraca
c. Lampiran Ill : Laporan arus kas
d. Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan



Pasal 8
Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksuchddsal 1 ayat (2) terdiri
dari :
a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Peratiaerah ini.
b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daeealdahaan daerah

tercantum dalam Lampiran VI peraturan daerah ini.

Pasal 9
Kepala Daerah menetapkan peraturan kepala daeratange penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rinteih lanjut dari

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 10
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggalddingkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan yrelagmgan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaramb#&eta Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 28 Juli 2009

WALIKOTA PROBOLINGGO,
ttd
H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 28 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO
Ttd,
Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19570425 198410 1 001

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd
BAMBANG SULISTYONO, SH. M.Si
Pembina Tk |
NIP. 19561101 198509 1 001




